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Abstrak

Penerapan pajak karbon merupakan salah satu strategi kunci dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih
berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi semakin mendesak karena peningkatan emisi gas rumah kaca yang terus terjadi, yang
berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Indonesia sendiri telah menetapkan komitmen ambisius untuk mencapai Net
Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, sehingga pajak karbon dipandang sebagai instrumen fiskal yang strategis untuk
menekan emisi sekaligus mendorong transformasi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi urgensi penerapan pajak karbon, menilai tingkat kesiapan sektor terdampak, serta meninjau implikasinya
terhadap penerimaan pajak negara. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pendekatan wawancara
mendalam dan analisis dokumentasi, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang
implementasi pajak karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penerapan pajak karbon sangat tinggi, terutama
sebagai alat untuk menginternalisasi biaya lingkungan dari emisi karbon. Namun, kesiapan sektor industri menunjukkan
variasi yang signifikan. Banyak perusahaan menghadapi keterbatasan dalam teknologi pengukuran emisi, sistem Monitoring,
Reporting, and Verification (MRV) yang belum optimal, serta perbedaan kemampuan finansial dalam mengadopsi teknologi
rendah karbon. Hal ini menandakan perlunya strategi transisi yang adil, termasuk insentif, pendampingan teknis, dan
dukungan kebijakan yang jelas. Kemudian pajak karbon memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara,
meskipun kontribusinya cenderung fluktuatif dan tidak menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan ini. Secara
keseluruhan, efektivitas pajak karbon sangat bergantung pada kesiapan regulasi, koordinasi antar-kelembagaan, serta
dukungan yang memastikan adaptasi dunia usaha berjalan lancar tanpa menimbulkan beban sosial-ekonomi yang berlebihan.

Kata Kunci: Pajak Karbon, Emisi Karbon, Ekonomi Berkelanjutan, Kesiapan Sektor, Penerimaan Pajak, Kebijakan Fiskal
1. Latar Belakang

Perubahan iklim saat ini telah menjadi isu global yang semakin mendesak karena dampaknya yang mengancam
keberlanjutan lingkungan hidup dan stabilitas ekonomi dunia. Pemanasan global yang dipicu oleh tingginya emisi
gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida (CO:), semakin memperburuk fenomena perubahan iklim akibat
akumulasi emisi dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil (Pratama et al., 2022; Pusparini et
al., 2023; United Nations Environment Programme, 2024). Dampaknya tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi
juga sektor pertanian, sosial, dan kesehatan, yang terlihat dari perubahan pola cuaca, risiko bencana, hingga
meningkatnya penyakit berbasis iklim (Malau et al., 2023; Melo & Rahmadani, 2022; Pelu, 2024). Di Indonesia
sendiri, perubahan iklim berdampak signifikan terhadap variabilitas curah hujan dan fenomena cuaca ekstrem yang
terus meningkat (BMKG, 2025).

Fenomena iklim global seperti El Nifio-Southern Oscillation (ENSO) juga menjadi faktor yang memengaruhi
kondisi cuaca nasional. Data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) tahun 2025
menunjukkan bahwa La Nifia mendominasi awal tahun, kemudian bertransisi ke kondisi netral, dan diprediksi
mengalami potensi EI Nifio menjelang akhir tahun. Perubahan ENSO terbukti memengaruhi pola musim, intensitas
hujan, serta suhu global yang pada awal 2025 tetap mencatat rekor panas meskipun terjadi La Nifia (NOAA,
Kompas.id, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan emisi global telah begitu tinggi sehingga fenomena
pendinginan alami tidak cukup mengimbangi pemanasan global.

Urgensi dan Kesiapan Penerapan Pajak Karbon sebagai Strategi Pendukung Ekonomi Berkelanjutan serta
Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia

4987



https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
mailto:sindysetyadewi11@gmail.com
mailto:desyarlita@undiknas.ac.id
mailto:putriprawitasari@undiknas.ac.id

Putu Sindy Setya Dewi, | G. A. Desy Arlita, Putu Putri Prawitasari, | Nyoman Sunarta
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2025

Secara global, data Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) menunjukkan bahwa emisi
karbon tahun 2023 mencapai 52,9 miliar ton CO.. Cina menjadi penyumbang terbesar dalam sektor energi dengan
15,94 miliar ton CO-, sementara Indonesia berada di posisi keenam dengan 1,2 miliar ton CO. (EDGAR, 2023).
Menariknya, Indonesia menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dibanding Jepang, meskipun jumlah industri
manufaktur Jepang jauh lebih banyak. Perbedaan ini menunjukkan adanya permasalahan efisiensi energi,
ketergantungan pada teknologi lama, serta minimnya implementasi teknologi ramah lingkungan di industri
Indonesia (Judijanto et al., 2023; Dinilhag & Azhar, 2024). Dengan demikian, pertumbuhan industri tanpa
reformasi energi justru berisiko memperburuk krisis lingkungan.

Dalam skala global, komitmen penurunan emisi diwujudkan melalui Paris Agreement yang telah diratifikasi
Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2016. Pemerintah menargetkan penurunan emisi sebesar 29% secara mandiri
dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target tersebut kemudian diperbarui menjadi
31,89% tanpa syarat dan 43,20% bersyarat pada 2022 (Tjoanto & Tambunan, 2022). Kebijakan pembangunan
rendah karbon juga dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Untuk
mencapai target tersebut, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengendalikan emisi dari sektor energi,
industri, dan deforestasi, sehingga instrumen fiskal seperti pajak karbon menjadi strategi yang semakin relevan
(Diaz et al., 2023).

Pajak karbon telah diatur dalam UU HPP Tahun 2021 sebagai instrumen pengurangan emisi sekaligus pendorong
transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kebijakan ini dirancang bertahap dimulai dari sektor PLTU dengan tarif
awal Rp30 per kg CO-e, salah satu tarif terendah di dunia, untuk menghindari beban ekonomi yang berlebihan
pada industri (UU No. 7/2021; Diaz et al., 2023). Pajak karbon juga berpotensi mendorong inovasi teknologi bersih
dan pemanfaatan energi terbarukan, serta dapat membantu pendanaan program lingkungan (Adyana, 2024). Selain
itu, penerimaan pajak karbon berpotensi menjadi sumber fiskal baru yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial (World Bank Group, 2023).

Kemudian dengan penerapan pajak karbon tidak terlepas dari resistensi industri, terutama sektor energi,
manufaktur, dan transportasi yang sangat bergantung pada energi fosil (Sadewo et al., 2025; Sinaga et al., 2025).
Data Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024 menunjukkan bahwa 67% pembangkit
listrik Indonesia masih berbahan bakar batu bara, menjadikan sektor energi sebagai salah satu sektor paling rentan
terhadap dampak fiskal pajak karbon (Kementerian ESDM, 2024). Selain itu, tantangan dalam aspek akuntansi
juga muncul karena belum adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus terkait pajak karbon,
sehingga entitas harus merujuk pada standar lain seperti PSAK 238, PSAK 237, dan PSAK 220 (Angi, 2025;
Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Ketidakpastian terkait pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan transaksi
karbon meningkatkan risiko sengketa pajak dan memengaruhi perencanaan keuangan perusahaan (Universitas
Islam Indonesia, 2023; Aptasari et al., 2024).

Hingga kini, penerapan pajak karbon yang semula direncanakan pada awal 2025 kembali mengalami penundaan
akibat kesiapan regulasi dan infrastruktur yang belum memadai, seperti teknis pemantauan dan pengukuran emisi,
mekanisme harga karbon, integrasi data, dan koordinasi antar kementerian (Tesalonika & Naufal, 2025; Sadewo
et al., 2025; Pratama et al., 2022). Jika diberlakukan tanpa kesiapan yang matang, kebijakan pajak karbon
berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa, menekan konsumsi masyarakat, serta menghambat pertumbuhan
ekonomi (Maghfirani et al., 2022; Salim & Sidig, 2022; Cahyaputra et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian
mengenai urgensi pajak karbon, kesiapan sektor terdampak, dan implikasinya terhadap penerimaan pajak menjadi
sangat penting. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan Indonesia dalam
menerapkan pajak karbon serta dampaknya terhadap perekonomian dan sistem perpajakan nasional.

2. Metode Penelitian
2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tingkat nasional di Indonesia dengan melibatkan berbagai lembaga yang berperan
dalam penyusunan, implementasi, dan pengawasan kebijakan pajak karbon. Pemilihan lokasi dilakukan secara
purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi lembaga terhadap tujuan penelitian, yaitu menilai
urgensi pajak karbon, kesiapan sektor, serta potensi kontribusinya terhadap penerimaan negara. Lokasi penelitian
mencakup instansi pemerintah sebagai pembuat regulasi, organisasi profesi dan konsultan pajak yang berperan
dalam pelaporan dan akuntansi transaksi karbon, lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu lingkungan dan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4267
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4988



Putu Sindy Setya Dewi, | G. A. Desy Arlita, Putu Putri Prawitasari, | Nyoman Sunarta
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2025

pembangunan berkelanjutan, serta perusahaan manufaktur yang berpotensi terdampak oleh implementasi pajak
karbon.

2.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, baik dalam bentuk lisan
maupun tulisan, yang menggambarkan perilaku, pandangan, serta pengalaman para informan terkait kebijakan
pajak karbon. Data kualitatif tersebut bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik, sehingga
memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan narasi informan selama proses
pengamatan dan interaksi langsung.

2.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam
tanpa perantara. Sumber data primer ini berasal dari otoritas pajak, organisasi profesi akuntan, praktisi pajak,
akademisi, dan perusahaan manufaktur yang berpotensi terdampak oleh penerapan pajak karbon. Data yang
dihimpun berfungsi memberikan informasi aktual dan relevan yang menggambarkan pemahaman, kesiapan, serta
respon berbagai pihak terhadap kebijakan pajak karbon.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring dengan menggunakan teknik semi terstruktur agar peneliti
dapat menggali informasi secara lebih terbuka. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti pendukung
berupa foto, rekaman suara, serta catatan hasil wawancara. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh data
yang komprehensif terkait pandangan informan mengenai urgensi dan kesiapan penerapan pajak karbon.

2.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan kompetensi, relevansi
peran, serta kedekatannya dengan isu pajak karbon. Informan terdiri dari lima kelompok, yaitu otoritas pajak,
organisasi profesi akuntan, praktisi pajak, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Setiap kelompok
memiliki perspektif dan kontribusi yang berbeda, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang
utuh mengenai pemahaman, tantangan, dan kesiapan berbagai pihak dalam menghadapi kebijakan pajak karbon.

2.6 Pemeriksa Keabsahan Data

Validitas data diperiksa melalui teknik meningkatkan ketekunan serta triangulasi sumber, yaitu membandingkan
informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Proses ini
dilakukan secara berkelanjutan untuk memeriksa kebenaran, relevansi, dan kesesuaian indikator informasi yang
diberikan. Jika triangulasi, peneliti dapat memperkuat kredibilitas temuan dan memastikan bahwa data yang
digunakan benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti.

2.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi, peneliti menyederhanakan dan memfokuskan data pada tema yang relevan sebelum menyajikannya
secara naratif dan terstruktur. Proses analisis dilakukan secara iteraktif hingga tidak ditemukan informasi baru,
sehingga kesimpulan yang diperoleh valid, mendalam, dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian
mengenai urgensi dan kesiapan penerapan pajak karbon di Indonesia.
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3. Hasil dan Diskusi
Hasil

Pajak karbon merupakan instrumen fiskal yang dikenakan atas emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan
ekonomi, baik dalam sektor produksi maupun konsumsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan eksternalitas
negatif berupa polusi udara dan pemanasan global dengan menginternalisasi biaya sosial akibat emisi karbon ke
dalam harga barang dan jasa. Melalui penerapan pajak karbon, pemerintah diharapkan dapat mendorong pelaku
usaha dan masyarakat untuk beralih ke teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus menciptakan
sumber penerimaan negara baru yang berorientasi pada keberlanjutan.

Penelitian ini berfokus pada urgensi dan kesiapan penerapan pajak karbon di Indonesia sebagai strategi fiskal
untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta menilai implikasinya terhadap penerimaan pajak
nasional. Penerapan pajak karbon menjadi isu penting seiring dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan
emisi gas rumah kaca sesuai target Nationally Determined Contributions (NDCs) dan mencapai Net Zero Emission
(NZE) pada tahun 2060. Namun demikian, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan
regulasi, koordinasi antar lembaga, kapasitas administrasi perpajakan, serta resistensi dari pelaku industri yang
khawatir terhadap peningkatan biaya produksi.

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah sejauh mana kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan pajak
karbon, dengan mempertimbangkan aspek regulatif, kelembagaan, dan kesadaran para pemangku kepentingan.
Selain itu, penelitian ini juga mengkaji urgensi penerapan pajak karbon sebagai bagian dari transformasi kebijakan
fiskal hijau (green fiscal policy), yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan tetapi
juga sebagai sumber potensial dalam memperkuat basis penerimaan pajak negara.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup nasional di Indonesia dengan fokus pada lembaga-lembaga yang memiliki
peran strategis dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pajak karbon. Dengan pendekatan ini,
diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi pajak karbon dalam sistem
perpajakan Indonesia serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan otoritas pajak
dalam merancang strategi implementasi pajak karbon yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Diskusi
Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia menjadi tantangan serius bagi pembangunan berkelanjutan.
Ketergantungan pada energi fosil menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, dan
meningkatnya risiko bencana iklim. Pajak karbon muncul sebagai instrumen kebijakan yang penting untuk
menekan laju emisi sekaligus mendorong transisi ekonomi ke energi lebih ramah lingkungan, sesuai prinsip
polluter pays, di mana pelaku usaha menanggung biaya atas dampak ekologis dari operasional mereka.

Dari perspektif lingkungan, para informan menilai penerapan pajak karbon sudah mendesak. Indonesia termasuk
salah satu negara penyumbang emisi terbesar di Asia Tenggara, sehingga berperan signifikan terhadap pencemaran
regional. Pajak karbon dianggap sebagai mekanisme efektif untuk memperlambat kerusakan lingkungan dan
mendorong pelaku usaha beralih ke praktik produksi rendah emisi.

Urgensi pajak karbon juga didukung secara normatif dan politik. UU HPP dan Perpres 98/2021 secara resmi
memperkenalkan pajak karbon sebagai instrumen fiskal untuk menurunkan emisi, mendukung target Net Zero
Emission, serta memperkuat komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Penerapan pajak karbon bukan hanya
soal penerimaan negara, tetapi juga strategi mitigasi perubahan iklim yang selaras dengan agenda internasional.

Selain aspek lingkungan dan regulasi, pajak karbon berperan menjaga daya saing ekonomi. Tanpa harga karbon
domestik, negara lain bisa memungut pungutan karbon atas produk ekspor Indonesia, sehingga potensi manfaat
ekonomi justru hilang. Instrumen ini sekaligus mendorong transformasi industri menuju produksi rendah karbon,
meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap praktik keberlanjutan.
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Meskipun urgensinya tinggi, penerapan pajak karbon perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kesiapan
sektor terdampak. Beban fiskal tambahan bagi industri yang sedang menghadapi tekanan ekonomi harus diimbangi
dengan strategi bertahap, insentif teknologi rendah emisi, dan mekanisme distribusi manfaat yang jelas bagi
masyarakat dan ekosistem lokal. Dengan persiapan matang, pajak karbon diharapkan efektif menurunkan emisi,
menjaga lingkungan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesiapan Sektor yang Terdampak Kebijakan Pajak Karbon

Kebijakan pajak karbon akan berdampak langsung pada berbagai sektor penghasil emisi di Indonesia. Secara
normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU HPP dan Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi
Karbon (NEK). Namun, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada
kesiapan sektor terdampak, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun ekonomi, serta desain kebijakan yang bertahap
dan adil. Tanpa kesiapan ini, sektor industri sulit menyesuaikan diri terhadap tuntutan baru, sehingga risiko
resistensi dan ketidakpatuhan meningkat.

Dari sisi regulasi, payung hukum pajak karbon masih berada pada tingkat kerangka umum, sementara aturan
pelaksana operasional seperti formula pengenaan pajak, tata cara pelaporan, dan mekanisme pengawasan belum
lengkap. Praktisi dan akademisi menekankan bahwa ketiadaan aturan turunan, baik dalam bentuk Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun petunjuk teknis lintas kementerian, menjadi faktor utama yang menahan
kesiapan sektor terdampak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan memperlambat
adaptasi internal perusahaan.

Aspek teknis juga menjadi tantangan penting, terutama terkait kapasitas infrastruktur Measurement, Reporting,
and Verification (MRV) dan integrasi data lintas kementerian. Teknologi digital seperti Core Tax System dan
Internet of Things (10T) berpotensi mendukung administrasi dan verifikasi emisi, tetapi efektivitasnya bergantung
pada adanya regulasi teknis yang mapan. Tanpa MRV yang kredibel dan terintegrasi, penarikan pajak karbon
berisiko menimbulkan kebocoran, sengketa perhitungan emisi, serta ketidakpastian bagi dunia usaha.

Dari sisi ekonomi, penerapan pajak karbon dapat menambah beban biaya produksi, baik secara langsung maupun
melalui investasi teknologi rendah emisi. Sektor industri, terutama manufaktur, menghadapi tekanan daya saing
akibat kompetisi global dan penurunan daya beli domestik. Beban tambahan ini berpotensi menimbulkan resistensi
dari pelaku usaha, sehingga desain kebijakan perlu disertai insentif transisi teknologi dan skema dukungan yang
adil untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

Secara keseluruhan, kesiapan sektor terdampak di Indonesia masih berada pada tahap persiapan dan belum ideal
untuk implementasi penuh. Kesiapan regulasi, kapasitas teknis, dan kemampuan ekonomi sektor-sektor industri
perlu diperkuat agar pajak karbon dapat berjalan efektif. Desain kebijakan bertahap, berbasis kapasitas sektor,
serta didukung insentif teknologi hijau diyakini akan meningkatkan peluang keberhasilan pajak karbon sebagai
instrumen pengendalian emisi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Penerapan pajak karbon di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mencakup aspek regulasi, teknis, ekonomi,
sosial, dan kelembagaan. Meskipun dasar hukum telah ada melalui UU HPP dan Perpres 98/2021, aturan turunan
terkait mekanisme perhitungan emisi, penetapan tarif, prosedur pelaporan (MRV), serta integrasi dengan
perdagangan karbon belum disusun secara komprehensif. Ketidakpastian regulasi ini menyebabkan pelaku usaha
menunda adaptasi, karena belum ada kepastian mengenai tata cara pelaksanaan, sebagaimana disoroti oleh para
akademisi dan praktisi.

Tantangan teknis juga signifikan, terutama terkait sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi (MRV) serta
integrasi data karbon nasional. Infrastruktur administrasi dan digital, termasuk Core Tax System, masih dalam
tahap pengembangan dan belum stabil, sehingga institusi perpajakan tidak memiliki akses real-time terhadap
inventarisasi emisi. Kondisi ini menimbulkan risiko kesalahan dalam penetapan kewajiban pajak dan menghambat
efektivitas pajak karbon sebagai instrumen pengendalian emisi.

Dari sisi ekonomi, pajak karbon berpotensi menambah beban biaya produksi, baik secara langsung melalui
pembayaran pajak atau pembelian unit karbon, maupun tidak langsung melalui investasi teknologi rendah emisi.
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Hal ini dapat menekan daya saing industri, khususnya sektor manufaktur yang masih berupaya mengoptimalkan
efisiensi produksi. Resistensi dari pelaku usaha muncul akibat kekhawatiran kenaikan harga, tekanan biaya, dan
risiko gangguan keberlangsungan operasional, sehingga implementasi pajak karbon perlu mempertimbangkan
keseimbangan antara tujuan lingkungan dan ekonomi.

Koordinasi lintas kementerian dan birokrasi menjadi tantangan lain yang menghambat penerapan pajak karbon.
Ketidakterpaduan sistem informasi, perbedaan mandat, dan ego sektoral menyebabkan harmonisasi regulasi dan
integrasi data berjalan lambat. Hal ini berdampak pada ketidakpastian kebijakan, baik bagi pelaku industri maupun
otoritas pajak, sehingga penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi faktor penting untuk
mendukung efektivitas instrumen ini.

Selain itu, isu keadilan dan pembagian beban transisi menjadi perhatian mendasar. Pajak karbon seharusnya tidak
hanya dibebankan kepada industri, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah melalui insentif fiskal, subsidi
teknologi rendah emisi, dan skema perdagangan karbon yang adil. Keberhasilan kebijakan ini menuntut kolaborasi
antara pemerintah, industri, dan masyarakat, dengan strategi implementasi bertahap, agar tujuan utama
pengurangan emisi dan percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat tercapai secara berkelanjutan.

Implikasi Penererapam Pajak Karbon terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia

Data emisi karbon terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menunjukkan bahwa pada
tahun 2022 total emisi gas rumah kaca (GRK) nasional mencapai 1.228.721,13 Gg CO-e, dengan sektor energi
menyumbang kontribusi terbesar sebesar 59%. Sektor lain seperti kehutanan dan penggunaan lahan lainnya
(FOLU), limbah, pertanian, dan industri proses menyumbang persentase yang jauh lebih kecil. Dominasi sektor
energi ini menjadikan penghitungan potensi penerimaan pajak karbon difokuskan pada sektor tersebut, dengan
estimasi awal diperoleh dari pengalian volume emisi sektor energi dengan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan
pertumbuhan emisi menggunakan metode Compound Annual Growth Rate (CAGR) menunjukkan kenaikan rata-
rata 4,32% per tahun selama periode 2013-2022, sehingga tren jangka panjang dapat diprediksi secara lebih stabil.

Estimasi penerimaan pajak karbon dari sektor energi menunjukkan potensi penerimaan yang meningkat dari Rp
21,82 triliun pada 2022 menjadi Rp 28,12 triliun pada 2028, dengan asumsi tarif pajak minimal Rp30 per kg CO2e.
Namun, fluktuasi emisi karbon yang sulit diprediksi dari tahun ke tahun membuat angka tersebut bersifat estimatif,
bukan realisasi pasti. Faktor-faktor seperti volume emisi, tarif pajak, dan respons industri terhadap kebijakan
menjadi penentu utama besaran penerimaan. Studi pemodelan menunjukkan bahwa penerimaan sangat sensitif
terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi, intensitas energi, serta keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan
emisi.

Selain fluktuasi emisi, mekanisme pajak karbon juga dipengaruhi oleh interaksi dengan skema pasar karbon dan
perdagangan unit emisi. Mekanisme cap-and-trade memungkinkan perusahaan membeli atau menjual unit karbon,
sehingga sebagian kewajiban pengendalian emisi dapat dipenuhi melalui pasar karbon, bukan semata pembayaran
pajak. Pilihan desain antara cap-and-tax dan cap-and-trade akan memengaruhi pola penerimaan negara, distribusi
biaya, dan insentif bagi pelaku usaha. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak juga
menjadi determinan penting, karena ketidakpatuhan dapat menurunkan realisasi penerimaan dibandingkan potensi
normatif.

Para informan dan akademisi menegaskan bahwa orientasi utama pajak karbon bukanlah untuk memaksimalkan
penerimaan fiskal, tetapi untuk mengendalikan emisi dan mendorong perubahan perilaku industri. Keberhasilan
pajak karbon diukur dari penurunan emisi, bukan besarnya penerimaan. Perspektif tata kelola perusahaan
menempatkan pajak karbon sebagai bagian dari transformasi menuju keberlanjutan, di mana perusahaan harus
mengutamakan triple bottom line: profit, people, and planet. Hal ini menegaskan bahwa instrumen pajak karbon
merupakan alat untuk mendorong industri beroperasi lebih ramah lingkungan, bukan sekadar sumber pendapatan
fiskal.

Berdasarkan penjelasan tersebut penerapan pajak karbon memiliki implikasi yang kompleks terhadap penerimaan
negara. Di satu sisi, pajak ini menambah basis penerimaan baru, tetapi di sisi lain, meningkatkan biaya industri
yang dapat memengaruhi pajak lain seperti PPh Badan dan PPN. Adaptasi industri melalui teknologi bersih dan
investasi energi terbarukan justru dapat menciptakan sumber penerimaan tambahan. Oleh karena itu, pemerintah
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perlu merancang mekanisme implementasi pajak karbon yang tidak hanya berfokus pada penerimaan jangka
pendek, tetapi juga mendukung transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih hijau dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penerapan pajak karbon menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi
berkelanjutan sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini memiliki urgensi tinggi karena berkaitan
dengan risiko perubahan iklim, komitmen nasional mencapai Net Zero Emission 2060, serta implementasi prinsip
polluter pays, di mana pelaku usaha menanggung biaya atas dampak ekologis aktivitas ekonomi mereka. Pajak
karbon diharapkan mendorong transformasi industri menuju energi bersih dan praktik produksi rendah emisi.
Namun, tingkat kesiapan sektor terdampak masih belum ideal. Keterbatasan teknologi pengukuran emisi (MRV),
integrasi data karbon lintas kementerian yang belum sempurna, serta kemampuan finansial perusahaan, terutama
UKM, menjadi hambatan utama. Ketimpangan kesiapan antar sektor menyebabkan pelaku industri masih berhati-
hati merespons kebijakan ini karena potensi peningkatan biaya produksi, dampak terhadap daya saing, dan risiko
keberlangsungan usaha. Dari sisi regulasi, meski UU HPP dan Perpres 98/2021 sudah menyediakan dasar hukum,
aturan turunan dan pedoman teknis terkait perhitungan emisi, penetapan tarif, pelaporan, dan verifikasi belum
lengkap. Fragmentasi kelembagaan dan koordinasi lintas kementerian juga menjadi tantangan struktural. Dengan
desain implementasi bertahap, transparan, dan berkeadilan, pajak karbon dapat menjadi instrumen efektif
pengendalian emisi sekaligus katalis transformasi ekonomi rendah karbon di Indonesia. Bagi Pemerintah, perlu
mempercepat penyusunan peraturan teknis turunan pajak karbon, memperkuat integrasi data lintas kementerian,
serta menyediakan insentif dan dukungan transisi bagi sektor industri. Langkah ini penting untuk memberikan
kepastian hukum, meminimalkan resistensi industri, serta memastikan penerapan pajak karbon tidak mengurangi
daya saing nasional. Transparansi alokasi penerimaan pajak karbon juga harus dijaga agar dana benar-benar
digunakan untuk mitigasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon. Bagi Wajib Pajak, terutama industri
berintensitas energi tinggi, disarankan mulai memetakan emisi secara sistematis, mempersiapkan infrastruktur
pelaporan sesuai standar MRV, dan berinvestasi pada teknologi efisiensi energi serta rendah karbon. Selain
memenuhi kewajiban fiskal, pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang perdagangan karbon untuk memperoleh
manfaat ekonomi dari transisi industri hijau, sehingga pajak karbon tidak hanya menjadi beban, tetapi juga
mendorong adaptasi jangka panjang yang berkelanjutan.
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